PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 52 TAHUN 2020
TENTANG

PENDIDIKAN GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,

Menimbang

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI,

DAN SEKOLAH KHUSUS NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

. bahwa dalam rangka mewujudkan misi ketiga Bab VI,

butir 3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yaitu
peningkatan akses dan mutu Pendidikan, Pemerintah
Provinsi Banten perlu memfasilitasi penyelenggaraan
Pendidikan Gratis;

. bahwa fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan gratis

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan bagi
Satuan Pendidikan Menengah Atas Negeri, Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri, dan Satuan Pendidikan
Khusus Negeri;

. bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 31 Tahun

2018 tentang Pendidikan Gratis pada Sekolah
Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri, dan Sekolah Khusus Negeri sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan
pada satuan pendidikan dimaksud, sehingga perlu
dicabut;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan
Gratispada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Khusus
Negeri;



Mengingat

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan  Penyelenggaraan  Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5157);

-2 -



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2117);

10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor
43);

11. Peraturan Gubernur Banten Nomor 30 Tahun 2017

tentang Komite Sekolah (Berita Daerah Provinsi
Banten Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN
GRATIS PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI, DAN
SEKOLAH KHUSUS NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Banten.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten yang selanjutnya

disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan
Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

Banten.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Pendidikan Gratis adalah program untuk membebaskan beban
orangtua/wali dari biaya Pendidikan melalui sharing dana Bantuan
Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dengan program Pendidikan Menengah Universal (PMU)
yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN).

Sekolah Menengah Atas Negeri yang selanjutnya disingkat SMAN adalah
salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan
pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN
adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan
menengah dalam mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja
di bidang tertentu sesuai keahlian yang diperoleh.

Sekolah Khusus Negeri yang selanjutnya disebut SKh Negeri adalah
Sekolah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi SDLB
Negeri, SMPLB Negeri, dan SMALB Negeri.

Kepala Sekolah adalah Kepala SMAN, SMKN, dan SKh Negeri di Provinsi
Banten.

Satuan pendidikan adalah SMAN, SMKN, dan Skh Negeri di Provinsi
Banten.

Biaya pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan
dan/atau diperlukan untuk biaya satuan pendidikan, biaya
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi
peserta didik sesuai peraturan perundang-undangan.

Belanja Operasional Satuan Pendidikan adalah Program Pemerintah
Daerah Provinsi Banten untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya
operasional sekolah dan pembiayaan lainnya penunjang proses
pembelajaran.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disebut
RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program/kegiatan untuk
satu tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin,
mencakup semua biaya dan pendanaan yang ada pada Rencana
Kegiatan Tahunan yang terdiri dari dua bagian yaitu Pendapatan dan
Belanja dan hanya mencakup dana dalam bentuk uang yang diterima

dan dikelola langsung oleh sekolah.



16. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang

peduli pendidikan.

Pasal 2
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan:

a. sebagai dasar pengelolaan Program Pendidikan Gratis dalam upaya
memberikan perluasan kesempatan dan akses masyarakat
memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di Daerah; dan

b. sebagai dasar penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis secara
tertib, transparan, akuntabel, tepat waktu, dan bebas dari
penyimpangan.

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai dasar dan acuan dalam
pelaksanaan, pengelolaan, dan pemanfaatan program Pendidikan

Gratis.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan program;
c. larangan;
d. kewajiban;

sanksi;

®

pembinaan dan pengawasan; dan

peransertamasyarakat.

BAB III
PERENCANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan dan Pengembangan Program Pendidikan
Pasal 4
(1) Setiap satuan pendidikan memiliki tugas dan fungsi dalam
perencanaan pengembangan program pendidikan bermutu dan
berkualitas yang tertuang dalam 8 (delapan) Standar Nasional

Pendidikan.



(2) Perencanaan pengembangan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Standar kompetensi lulusan;

standarisi;

standar proses;

a0 o

standar pendidikan dan tenaga kependidikan;
standar sarana dan prasarana;
standar pengelolaan;

standar pembiayaan pendidikan; dan

=

standar penilaian pendidikan.

(3) Rencana Pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tertuang didalam Rencana Kerja
Tahunan yang dinyatakan dalam RKAS.

(4) Penyusunan RKAS dilaksanakan oleh Kepala Sekolah, Dewan Guru,
Tata Usaha, dan Komite Sekolah.

(5) RKAS diusulkan kepada Kepala Dinas melalui Cabang Dinas untuk

mendapat pengesahan/persetujuan.

Pasal 5
Untuk mendukung perencanaan dan pengembangan program Pendidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah

menyelenggarakan program Pendidikan Gratis.

Bagian Kedua
Alokasi dan Sasaran
Pasal 6
(1) Alokasi besaran biaya penyelenggaraan program Pendidikan Gratis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditentukan berdasarkan RKAS.
(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan RKAS
yang berpedoman pada plafon anggaran dan telah diverifikasi oleh

Dinas melalui Cabang Dinas.

Pasal 7
(1) Sasaran penerima pelaksanaan program pendidikan gratis adalah
SMAN, SMKN, dan SKh Negeri di Daerah.
(2) SMAN, SMKN, dan SKh Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
wajib membebaskan orang tua/wali peserta didik dari beban biaya

pendidikan.



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

Beban Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

termasuk biaya pribadi peserta didik.

Bagian Ketiga
Peruntukan
Pasal 8
Pelaksanaan Program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1), sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan Belanja
Operasional Satuan Pendidikan.
Kebutuhan Belanja Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. belanja Pegawai;
b. belanja Barang/Jasa; dan
c. belanja Modal.
Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan
dalam RKAS sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan skala
prioritas.
Untuk pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah
dibiayai dari sumber dana APBN, Pemerintah Daerah tidak membiayai
kegiatan dimaksud.
Pembelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilakukan
konsolidasi antara sumber dana APBN dan sumber dana APBD atau

sumber dana lainnya yang sah.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 9
Penyaluran Dana Belanja Operasional Satuan  Pendidikan
menggunakan mekanisme Uang Persediaan (UP), Tambahan Uang
Persediaan (TUP), dan Langsung (LS).
Penyaluran dengan mekanisme Uang Persediaan, Tambahan Uang
Persediaan (TUP), dan Langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), melalui rekening bendahara satuan Pendidikan.



Pasal 10
(1) Penggunaan dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan sesuai yang
tertuang didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sekolah masing-
masing.
(2) Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), berdasarkan RKAS.

Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran dan penggunaan dana Belanja
Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan
Pasal 10, diatur dalam Peraturan Gubernur Banten tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD.

BagianKetiga
Pengelolaan Program Pendidikan Gratis
Pasal 12

(1) Pengelolaan Program Pendidikan Gratis dilaksanakan dengan
menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah dengan tetap mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Kelola

Keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Pengelolaan program Pendidikan Gratis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa kedilan dan

kepatutan.

Bagian Keempat
Laporan Pertanggungjawaban
Pasal 13
(1) Penggunaan dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan wajib
dilaporkan secara periodik per bulan Kepada Kepala Dinas melalui
Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan
laporan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Kepala Biro

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Banten.



Pasal 14
(1) Apabiladalam penggunaan dana Belanja Operasional Satuan
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdapat
sisa anggaran pada akhir tahun anggaran, maka Kepala Sekolah wajib
mengembalikannya ke Kas Daerah.
(2) Pengembalian sisa anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus dibuktikan dengan Surat Tanda Setoran.

BAB V
LARANGAN
Pasal 15
Dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan dilarang digunakan untuk:
disimpan dengan maksud untuk dibungakan,;

a.
b. dipinjamkan kepada pihak lain;

o

membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah;

A

membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;

e. membeli pakaian/seragam bagi guru/siswa untuk bukan inventaris
sekolah;

f. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses kegiatan
pembelajaran;

g. digunakan sebagai saham; dan

h. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana Pemerintah

Pusat atau Pemerintah Provinsi secara penuh/secara wajar.

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 16
Setiap Satuan Pendidikan sebagai pelaksana program Pendidikan Gratis
wajib:
a. membebaskan orang tua siswa dari pungutan Belanja Operasional

Satuan Pendidikan; dan

b. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII
SANKSI
Pasal 17
Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, diberikan sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan/tertulis;
b. penghentian sementara pemberian Belanja Operasional Satuan
Pendidikan; dan/atau
c. penghentian semua jenis biaya yang akan diberikan kepada Sekolah

yang bersumber dari Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasall8
(1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan program
Pendidikan Gratis pada satuan Pendidikan.
(2) Inspektorat Daerah Provinsi Banten melaksanakan pengawasan
terhadap pelaksanaan Program Pendidikan Gratis sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 19
(1) Sekolah dapat menerima sumbangan/donasi/partisipasi dalam bentuk
barang/jasa.
(2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dan

dilaporkan menjadi tambahan aset sekolah tersebut.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan
Gubernur Banten Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendidikan Gratis di
Sekolah Menengah Atas Negeri Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan
Sekolah Khusus Negeri (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor

31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 16 Oktober 2020
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM
Diundangkan di Serang

pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

TTD

AL MUKTABAR

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd
AGUS MINTONO, S.H., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680805 199803 1 010
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